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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 


BAB II

TlNJAUAN PUSTAKA

2.1  Tinjauan Umum Tentang Asuransi 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil. Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan menyebutkan :
"Lembaga keuangan ini dikelompakkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank, asuransi tergolang dalam lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan non depasitori. Lembaga non depositori adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual". 
(2004:6)
Sebagaimana lembaga keuangan bank yang memiliki Undang-undang dalam menjalankan usahanya, yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga keuangan asuransi pun memiliki beberapa peraturan yang menjadi acuan untuk menjalankan usaha perasuransian di Indonesia, diantaranya :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerimah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Keputusan Menteri Keuangan.
2.1.1 Pengertian Asuransi

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda assuratie. Kata tersebut bukanlah merupakan istilah asli bahasa Belanda melainkan berasal dari bahasa Latin assecurare yang berarti meyakinkan orang.
Pengertian asuransi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 menurut Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan adalah :
”Asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu”. 
(2004:419)

Pengertian lain mengenai asuransi pada UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menurut Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan adalah :
”Asuransi atau penanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suata pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.
(2004:419)

Pengertian lain tentang asuransi, menurut Mark R. Green yang diterjemahkan oleh Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi yaitu :
"Asuransi adalah suatu lembaga ekanomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu".
(2003:74)

Sedangkan menurut Herman Darmawi  dalam bukunya Manajemen Risiko, asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut yaitu : 

"Pertama asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan pihak insurer. Kedua, asuransi alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang-orang atau perusahaan-perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim". 
(2000:103)
Dari pengertian asuransi diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan penanggung yang berhak menerima premi sebagai pembayaran dari tertanggung, dimana premi ini digunakan untuk melakukan kewajibannya, yaitu membayar ganti rugi kepada tertanggung.

2. Pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai tanda pengalihan risiko tertanggung kepada penanggung, dan berhak atas ganti rugi dari pihak penanggung jika terjadi hal-hal merugikan yang disyaratkan.

3. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan penanggungan atas risiko pihak lain.
2.1.2  Macam-macam Usaha Asuransi

Menurut Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam dan berdasarkan berbagai macam segi. Macam usaha perasuransian tersebut antara lain :

 ”1.   Dari segi sifatnya, usaha asuransi dapat dibedakan :

a. Asuransi sosial atau asuransi wajib, dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara.

b. Asuransi sukarela, dimana dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota.

   2.   Dari segi Jenis objeknya, dapat dibedakan :

a. Asuransi orang, dimana objek penanggungannya adalah manusia, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi hari tua dan sebagainya

b. Asuransi untuk atau asuransi kerugian, dimana objek penanggungannya adalah harta atau milik tertanggung, seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang dan sebaginya”.

      (2003:74)
Dari jenis asuransi diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu asuransi wajib biasanya ditentukan oleh sepihak, contohnya asuransi kecelakaan ditentukan oleh pihak PT. Jasa raharja, asuransi kecelakaan bagi perburuhan ditentukan oleh pihak asuransi dan pengelola perusahaan.

Asuransi sukarela didominasi oleh tingkat kehendak orang atau badan yang diasuransikan, calon penerima polis dapat melihat dengan transparan seberapa jauh manfaat asuransi tersebut terhadap jiwa atau hartanya. Misalnya kecelakaan dan asuransi kebakaran.

Perbedaan antara asuransi dilihat dari segi sifatnya dengan dari segi objeknya adalah Asuransi menurut sifatnya dapat dilihat dari subjek (hal pokok) yaitu bagaimana terjadinya asuransi secara teoritis dan realita, sedangkan asuransi jenis objeknya merupakan bagian dari asuransi menurut sifatnya yaitu bentuk asuransi yang menjadi persyaratan dalam polis serta premi.

2.1.3  Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi menurut Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan antara lain :

“1.
Rasa aman dan perlindungan.


  2.
Pendistribusian biaya dan Manfaat yang lebih adil. Semakin besar




kerugian yang mungkin timbul maka semakin besar pula biaya




penanggungannya.


  3.
Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh




kredit.


  4.
Berfungsi sebagai tabungan


  5.
Alat penyebaran risiko


  6.
Membantu meningkatkan kegiatan usaha”.                             

(2004:420)
Dari  uraian diatas dapat disimpulkan manfaat asuransi bagi pihak tertanggung adalah memberikan rasa aman terhadap segala kemungkinan risiko sedangkan bagi pihak perusahaan asuransi selaku badan usaha adalah memperoleh laba yang disebut premi.
2.1.4 Prinsip-Prinsip Asuransi

Didalam usaha perasuransian terdapat 5 (lima) prinsip asuransi. Prinsip​-prinsip tersebut merupakan dasar setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi, oleh karena itu kelima prinsip dasar itu disebut pula doktrin asuransi, dan kelima prinsip ini merupakan ketentuan khusus yang secara yuridis mendasari kontrak asuransi, dimana. ketentuan ini pun penting untuk memahami masalah asuransi. Kelima prinsip tersebut diantaranya :
2.1.4.1 Prinsip Insurable interest
Prinsip hukum utama yang mendasari semua kontrak asuransi menurut Soeisno Djojosoedarso dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi adalah :

"adanya kepentingan yang dapat diasuransikan" (insurable interest).
(2003:109)
Menurut Dahlan Siamat dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan :           
"Insurable interest pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan".
                 (2004:425)
kutipan diatas menjelaskan perusahaan asuransi memberikan jaminan terhadap pihak tertanggung maka berhak menerima premi asuransi dan sebaliknya pihak tertanggung wajib membayar premi asuransi dan berhak menerima jaminan apabila terjadi risiko sesuai dengan polis.
Menurut Soeisno Djajosoedarso dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, hal-hal yang mendukung adanya insurable interest antara lain :

 “1)  Kepemilikan. Pemilik yang sah dari objek asuransi adalah orang yang mempunyai insurable interest terhadap objek tersebut.

2) Penyewa. Penyewa dalam kontrak sewa-menyewa jangka panjang mempunyai insurable interest terhadap objek persewaan yang bersangkutan.
3) Kreditur. Kreditur yang mempunyai kedudukan kuat, yaitu yang mempunyai "hak hipotek" mempunyai insurable interest terhadap objek yang dihipotekkan.
4) Kontrak Kerja. Dalam kontrak kerja, kontraktor bangunan mempunyai insurable interest terhadap proyek bangunan yang sedang dikerjakan, sebab kontraktor yang bersangkutan mempunyai hak mekanis terhadap objek kontrak kerja.
5) Diri Sendiri atau ahli waris. Dalam asuransi jiwa yang mempunyai insurable interest adalah diri sendiri atau ahli waris yang sah.
6) Hubungan keluarga.
7) Hubungan Kreditur-debitur. Seorang Kreditur dapat mengasuransikan debiturnya, karena kematian debitur akan merugikan Kreditur”.     
(2003:110)

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua harta kekayaan dan jiwa seseorang dapat diasuransikan  oleh karena masalah asuransi adalah sebab akibat antara penanggung dan tertanggung yang penuh menanggung risiko, bagi pihak tertanggung membutuhkan kepastian penuh dari pihak perusahaan asuransi; dan sebaliknya pihak penanggung harus slektif terhadap sesuatu badan maupun jiwa yang ditanggung, hal ini erat kaitannya dengan premi. 
Menurut Dahlan siamat dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan menyebutkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip insurable interest meliputi :
 ”a.  Harus berupa suatu harta, hak, kepentingan, jiwa atau tanggung gugat.

b. Keadaan pada butir a harus merupakan sesuatu yang dapat   dipenanggungkan (subject maner of insurance).

c. Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipenanggungkan dimana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa atau kerusakan dan menderita kerugian bila yang dipenanggungkan mengalami kerusakan.
d. Antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipenanggungkan harus memiliki hubungan sah menurut hukum”.
                  (2004:425)
2.1.4.2 Prinsip Utmost Good Faith

Utmost Good Faith atau itikad baik merupakan prinsip yang mendasari diadakannya suatu perjanjian atau kontrak asuransi, prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, memberikan semua informasi dan fakta yang akan mempengaruhi dalam pembuatan keputusan berkenaan dengan kontrak asuransi tersebut, dan tidak diperbolehkan saling menutupi informasi yang akan mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. 

Dahlan Siamat menyebutkan dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan yaitu :

“Kewajiban saling memberikan informasi antara penanggung dan tertanggung disebut duty of disclosure”.
(2004:426)
Terdapat unsur-unsur yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini, diantaranya menurut Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan yaitu :
”a) Non-disclosure. Tidak diungkapnya suatu informasi karena tidak mengetahui atau karena menganggap informasi tersebut tidak diperlukan atau tidak penting.

b) Consealment. Kesengajaan tidak mengungkapkan suatu informasi dengan maksud untuk menyembunyikannya.

c) Fraudulent misrepresentation. Kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang materil.

d) Innocent misrepresentation. Ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta materil”.
(2004:426)
Berdasarkan  uraian diatas dapat dijelaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dimulai dengan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mengantisipasi segala kemungkinan risiko yang tidak diinginkan. Prinsip menutupi rahasia perusahaan bukan berarti tertutup segala-galanya, melainkan informasi yang berhubungan dengan nasabah demi kelanjutan  polis saling membutuhkan pemegang polis perlu konsultasi secara berkala dan berkesinambungan setiap permasalahan yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kesenjangan maupun ketidakberesan melaksanakan kewajiban (premi auransi). Informasi yang ditutupi baik sengaja maupun tidak sengaja dapat menganggu kelancaran sebagaimana tercantum dalam polis.
2.1.4.3 Prinsip Indemnity
Disebut juga prinsip ganti rugi oleh penanggung kepada tertanggung, dan dalam prinsip ini tertanggung tidak diperbolehkan mendapat keuntungan dari ganti rugi yang dilakukan penanggung. Hal ini berarti bahwa penanggung hanya berkewajiban melakukan penggantian sebesar kerugian yang benar-benar diderita
oleh tertanggung. Karena merupakan prinsip ganti rugi maka prinsip Indemnity ini tidak berlaku dalam asuransi jiwa, tetapi hanya berlaku pada asuransi kerugian.

Berkenaan dengan prinsip ini Dahlan Siamat memberikan sebuah pengertian akan prinsip Indemnity dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan :
"yaitu suatu mekanisme dimana penanggung memberikan ganti rugi atau kompensasi finansial kepada tertanggung yang dimaksudkan untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung sama seperti sebelum terjadinya kerugian".
(2004:427)
Dari uraian diatas dapat dijelaskan prinsip Indemnity adalah besarnya ganti rugi/dana kompensasi finansial yang ditanggung perusahaan asuransi telah ditentukan pada polis. Peristiwa kerugian harus diklarifikasi apakah ada unsur kesengajaan atau musibah semata, kerugian unsur kesengajaan diluar tanggung jawab perusahaan asuransi. Kerugian akibat musibah semata harus ditaksir berdasarkan realita tanpa ada manipulasi kalkulasi kerugian. Perusahaan asuransi akan membayar kerugian minimal berdasarkan fakta dan maksimal sesuai dengan polis.
Cara pelaksanaan prinsip Indemnity menurut Dahlan Siamat  dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan diantaranya :

”1) Pembayaran tunai yaitu penggantian kerugian atas suatu klaim dengan penyerahan kepada tertanggung atau pihak ketiga dalam hal asuransi tanggung gugat.

2) Penggantian atau replacement adalah ganti rugi atas klaim dilakukan dengan mengganti barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama.
3) Perbaikan atau repair adalah pelaksanaan prinsip ganti rugi dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang dialami tertanggung.
4) Pembangunan kembali (reinstatement). Penyelesaian ganti rugi menurut cara ini lebih banyak ditemukan dalam asuransi harta atau property insurance”.   
(2004:427)                                                                   
Dari uraian diatas dapat disimpulkan pembayaran ganti rugi prinsip Indemnity dapat dilakukan dengan uang tunai, mengganti barang yang sama, perbaikan atas kerugian dan atau membangun kembali sistem pelaksanaan pembayaran biasanya telah tercatum pada polis. 
2.1.4.4 Prinsip Proximate Cause

Menurut Dahlam Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan 
“Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan jadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen”.   

                 (2004:427)              
Dengan prinsip ini dapat diketahui apakah sebuah kejadian termasuk kedalam Jenis kejadian yang ditutup oleh kontrak asuransi atau tidak. Sebagai contoh apabila sebuah kebakaran terjadi yang disebabkan oleh adanya sebuah gempa bumi, dan jika dalam kontrak asuransi proximate cause gempa dikecualikan maka kerugian yang timbul dari kejadian (kebakaran) tersebut tidak akan dibayar.
2.1.4.5 Prinsip Subrogation and Contribution
Subrogation adalah hak penanggung (perusahaan asuransi) untuk menuntut pihak ketiga yang telah menyebabkan penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya diakibatkan oleh pihak ketiga tersebut.

Dalam subrogation ini terdapat pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak tertanggung maupun pihak penanggung. Hak Penanggung untuk menuntut pihak ketiga ini muncul karena pihak ketiga tersebut telah mengakibatkan tertanggung mengalami kerugian yang harus diganti penanggung.
Berdasarkan uraian Dahlan Siamat dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan yaitu :
“Prinsip contribution ini merupakan hak penanggung untuk mengajak penanggung-penanggung lain untuk ikut membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, dengan jumlah tanggungan yang berbeda”.
     





(2004:429)                                                 
Hal tersebut dapat terjadi jika tertanggung mengasuransikan satu benda atas suatu risiko yang sama kepada beberapa penanggung.
2.2  Asuransi Jiwa

Pengertian Asuransi jiwa menurut Dahlan Siamat dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan adalah :

”suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan”
(2004:452)
Menurut Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi menyebutkan : 
"Asuransi jiwa pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan".
(2003:77)   

Sedangkan perusahaan asuransi jiwa menurut Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi adalah :

”Perusahaan yang bidang usahanya risiko keuangan sebagai akibat dari kematian orang-orang yang mempertanggungkan jiwanya, pembayaran santunan dilakukan diakhir kontrak atau kepada ahli warisnya bila kematian terjadi sebelum akhir kontrak”. 

                                                                                      (2003:75)

Dari ketiga kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengantisipasi segala kemungkinan risiko di masa yang akan datang dalam bentuk hal-hal yang tidak terduga yang berhubungan dengan jiwa seseorang bila dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap keluarga atau pihak lain yang terkait dibutuhkan suatu jaminan sosial yang bergerak di bidang perusahaan jasa yang disebut dengan asuransi jiwa. 

Bentuk kerja sama pihak perusahaan asuransi dengan jiwa seseorang yang tertanggung dibutuhkan suatu perjanjian yang disebut polis. Pihak perusahaan mendapatkan balas jasa yang disebut premi asuransi.

Penerima polis asuransi adalah pihak yang tertanggung atau ahli waris yang dikuasakan sebagaimana tercantum pada surat perjanjian tersebut.

2.2.1  Manfaat Asuransi Jiwa

Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan mengungkapkan bahwa dalam asuransi jiwa terdapat beberapa manfaat, yaitu :


” a. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu
             kecelakaan.



b. Membayar santunan bagi tertanggung yang mertinggal.



c.
 Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan mertinggalnya pejabat kunci perusahaan.



d.
Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan penggunaan untuk bisnis.



e.
Menunda atau menghindari pajak pendapatan”.

                              (2004:453)
Bahwa hal tersebut diatas merupakan alasan atau sebab yang mendorong orang untuk membeli polis asuransi jiwa yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Jasa asuransi dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian terhadap harta kekayaan dan jiwa si tertanggung. Pertanggungan jiwa bukan berarti jiwa seseorang dapat diselamatkan dari perusahaan asuransi akan tetapi bermaksud untuk menjamin kelangsungan hidup orang yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam polis.

2.2.2  Ruang Lingkup Usaha Asuransi Jiwa

Menurut Dahlan Siamat dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan Usaha asuransi jiwa dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

”1. Ordinary life insurance. Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu. Jenis polis ini umumnya mendominasi atau bahkan perusahaan asuransi hanya melakukan kegiatan datam asuransi Ordinary life insurance.
  2. Group life insurance. Adalah asuransi jiwa yang biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang-orang dibawah satu polis induk dimana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi. Polis asuransi ini disebut juga dengan polis asuransi kolektif.


3. Industrial life insurance. Dalam Jenis asuransi ini biasanya dibuat dengan      jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut debit agent. Premi yang dibayarkan untuk Jenis asuransi jiwa ini biasanya lebih tinggi daripada Ordinary insurance. karena beberapa alasan, yaitu :

· biaya adminisaasi lebih tinggi setiap rupiah asuransi.

· tingkat kematian tertanggung yang lebih tinggi.

· tingkat penyelewengan yang tinggi.

     (2004:458)
Ruang lingkup asuransi jiwa dapat disesuaikan berdasarkan kepentingannya, apabila risiko tertanggung lebih besar maka preminya lebih besar. Polis asuransi jiwa dapat dikolektifkan dimana pihak individu menerima sertifikat partisipasi. Ada kalanya pihak tertanggung dapat dijamin tanpa pemeriksaan kesehatan dokter cukup dengan prediksi perusahaan asuransi.

2.2.3  Jenis Kontrak Polis Asuransi Jiwa

Menurut Abbas Salim dalam bukunya Asuransi dan Manajemen Risiko Polis asuransi dapat dibagi kedalam empat jenis, diantaranya :


”1. Term of life insurance (eka waktu). Asuransi eka waktu merupakan



suatu bentuk pertanggungan yang mempunyai jangka waktu tertentu.  Bilamana jangka waktu habis, dan pembeli asuransi masih hidup,    maka uang tidak dapat ditarik kembali.
        2. Whole life insurance. Adalah asuransi secara permanen dimana
   pembayaran premi setiap tahun sama besarnya.

  3.Endowment life insurance. Merupakan asuransi yang dibayarkan bilamana jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup.
 4.Annuity.Kontrak polis dengan Jenis ini dimaksudkan untuk
    membentuk dana agar bisa digunakan pada waktu hari tuanya


  (tertanggung)”.

(2003:33)
Jenis kontrak ini pihak pembeli asuransi hendaknya selektif dalam menentukan polis. Polis asuransi  untuk menjamin risiko apabila sesorang meninggal dunia atau tetap masih hidup pada saat jatuh tempo lebih tepat menggunakan jenis Endowment life insurance. Kontrak polis yang bertujuan untuk pengumpulan dana lebih tepat menggunakan jenis Annuity.
2.2.4  Fungsi Asuransi Jiwa

Fungsi dari asuransi jiwa menurut  Abbas Salim dalam buku Asuransi dan Manajemen Risiko adalah :

”a Tujuan pertanggungan jiwa adalah mengadakan jaminan bagi masyarakat yaitu mengambil alih semua beban risiko dari tiap-tiap individu.

b. Perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam lapangan pembangunan ekonomi.
c. Dari sudut employment, perusahaan asuransi memberikan bantuan kepada publik, yaitu memberi kesempatan bekerja untuk memperoleh pendapatan”.
(2003:39)

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan fungsi asuransi jiwa merupakan tindak lanjut dari manfaat asuransi jiwa yaitu memberikan rasa aman terhadap semua beban risiko dari si tertanggung. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non bank, oleh karena itu pendapatan premi asuransi dapat diinvestasikan kepada pihak debitur. Pihak asuransi dapat memberikan lapangan kerja kepada publik.
2.3  Premi Asuransi

Premi merupakan kewajiban tertanggung kepada pihak penanggung yang disyaratkan dalam kontrak pertanggungan atau asuransi, yang merupakan mutlak adanya. Karena premi merupakan kewajiban pihak tertanggung, maka premi dapat dikatakan merupakan hak pihak penanggung, atau dengan kata lain premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi.

Menurut standar akuntansi keuangan, premi bruto adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi.
2.3.1  Penetapan Premi

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK/017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditetapkan mengenai penetapan tarif premi asuransi. Penetapan ini diatur dalam Bab IV pasal 13 keputusan tersebut.

Ayat (1) : Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan :

a) Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) Jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;

b) Biaya perolehan, termasuk komisi agen;

c) Biaya administrasi dan biaya untuk lainnya;

Ayat (2) : Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan :

a) Premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, dan tabel mortalita yang dipergunakan;

b) Biaya perolehan, termasuk komisi agen;

c) Biaya administrasi dan biaya untuk lainnya; 

d) Prakiraan hasil investasi dari premi.

2.3.2 Cara Pembayaran Premi

Terdapat beberapa cara pembayaran premi menurut Abbas Salim dalam buku Asuransi dan Manajemen Risiko , diantaranya: 

”1. Premi meningkat (natural premium - increasing premium). Pembayaran premi makin lama makin bertambah besar. Pembayaran meningkat setiap tahun oleh karena :

a. Umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua),

berani risiko meningkat pula;





b.   Kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat;

  2. 
Premi merata (level premium). Pada level premium besarya premi



   yang dibayarkan / dilunasi oleh pemegang polis setiap tahunnya
               sama besarnya”.
  (2003:30)
Makin lama jangka waktu yang ditanggung makin besar pula kemungkinan risiko yang diderita. Kosep inilah yang mendasari premi asuransi yang semakin meningkat. Apabila premi asuransi ditetapkan secara merata perlu diperhitungkan rata-rata dari premi asuransi meningkat.
2.3.3  Cadangan Teknis

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK/017/1993 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdapat keputusan mengenai pembentukan cadangan teknis yang terdapat dalam Bab V.

Cadangan teknis ini dibagi kedalam dua bagian. Bagian pertama Mengenai pembentukkan cadangan premi terdapat dalam pasa1 22 terbagi dalam 6 pasal, dan bagian kedua mengenai pembentukkan cadangan klaim terdapat dalam pasal 23 terbagi dalam 2 pasal.
Adapun bunyi dari pasa1 23 tersebut adalah :

1. Perhitungan cadangan klaim asuransi kerugian harus mencangkup ;

a. Jumlah kiaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari penanggung ulang ;

b. Perkiraan yang wajar atas setiap klaim dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian dari penanggung ulang ;

c. Perkiraan yang wajar atas klaim yang mungkin sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, berikut biaya jasa penilaian kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian dari penanggung ulang.
2. Perhitungan cadangan klaim asuransi jiwa harus didasarkan pada selisih lebih antara perkiraan jumlah klaim kematian berdasarkan tabel mortalita dengan jumlah klaim yang telah dilaporkan
2.4  Rasio Keuangan Perusahaan

Menurut Munawir dalam buku Analisa Laporan Keuangan yaitu :
”Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain”
(2002:64)

Analisis rasio perusahaan biasanya merupakan langkah pertama dalam analisis keuangan. Rasio dirancang untuk memperlihatkan hubungan diantara perkiraan-perkiraan laporan keuangan. 
Menurut Munawir dalam buku Analisa Laporan Keuangan Berdasarkan sumber datanya maka angka rasio dapat dibedakan antara lain:


”1. Rasio-rasio neraca. Yang tergolong dalam kategori ini adalah semua



rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca.



Misalnya: current ratio, quick ratio dsb.

  2. Rasio-rasio laporan laba-rugi. Yaitu angka-angka rasio yang dalam



penyusunannya semua datanya diambil dari laporan laba-rugi.



Misalnya : gros profit margin, net operating margin, op



erating ratio, dsb.
  3.Rasio-rasio antar laporan. Ialah semua angka rasio yang



penyusunannya datanya dari neraca dan data lainnya dari laporan
 


laba-rugi. Misalnya inventory turn over, account receivable turn over,



dsb”.
                     (2002:68)
Membandingkan  harta lancar dengan hutang lancar dan total harta dengan total hutang adalah rasio neraca. Membandingkan antar komponen pendapatan adalah rasio laba rugi. Membandingkan antar periode laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal/laporan perubahan kekayaan bersih/laporan laba yang ditahan adalah rasio antar laporan. Raso-rasio dalam satu periode adalah rasio horizontal sedangkan rasio-rasio antar laporan dalam beberapa periode adalah bentuk vertikal.
Terdapat 4 (empat) kelompok besar rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio rentabilitas.
Menurut Munawir dalam buku Analisa Laporan Keuangan:

”Rasio likuiditas atau rasio modal kerja adalah untuk menganalisa sampai berapa jauh kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo”.
        



(2002:67)
Likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat di tagih. Rasio liquiditas memperlihatkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap kewajiban lancarnya.
Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan menyebutkan :

”Solvabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu di likuidasi”.
(2002:65)
Solvabilitas bertujuan untuk menganalisa sampai sejauh mana perusahaan dapat membelanjakan kegiatannya dengan hutang. Pengurus bank dan kreditur jangka pendek sangat berminat pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dalam jangka pendek. Tetapi para kreditur jangka panjang atau pemegang saham selain berminat pada kondisi jangka pendek ada juga yang berminat membayar hutang jangka panjang. Karena tidak selamanya posisi keuangan jangka pendek paralel dengan posisi keuangan jangka panjang. Kondisi keuangan yang menguntungkan dalam jangka pendek tidak menjamin adanya kondisi keuangan yang baik dalam jangka panjang.
Menurut Munawir dalam buku Analisa Laporan Keuangan menyebutkan :

”Rasio aktivitas atau juga rasio pengelolaan aktiva adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya”.

       (2002:70)
Perputaran Setiap komponen aset perusahaan perlu dianalisa tingkat efektifitasnya. Aktiva tetap yang terlalu besar mengakibatkan aktiva lancar terlalu kecil maka modal kerja tidak maksimal dan sebaliknya.

Dahlan Siamat menyebutkan dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan yaitu :
”Rasio profitabilitas atau efesiensi dimaksudkan untuk mengukur efesiensi penggunaan aktiva perusahaan”.
 



(2004:102)
Munawir menjelaskan dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan yaitu: 

”Rentabilitas rasio adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan suatu perusahaan dengan dana yang dimilikinya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.

 (2002:66)

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Terdapat dua jenis rasio rentabilitas, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri:     

A. Rentabilitas ekonomi

Adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba.
B.
Rentabilitas modal sendiri
Atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemiliki modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak.
2.5 Jurnal  Premi Asuransi 
1. Waktu terjadinya polis

Piutang premi (D)

Rp xxx


Pendapatan premi (K)


Rp xxx

2. Waktu penerimaan premi

Kas (D)


Rp xxx


Piutang premi(K)


Rp xxx

3. Waktu premi gagal

Premi gagal diterima (D)
Rp xxx

Piutang premi (K) 


Rp xxx

4. Waktu jatuh tempo polis (Habis kontrak)
Beban premi (D) 

Rp xxx
Beban bunga (D)

Rp xxx


Kas (K)



Rp xxx


Beban klaim premi (K)


Rp xxx
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